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MUSRENBANG PENYUSUNAN RKP 2017 3
SEBAGAI FORUM PENYELARASAN g

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum bersama
antarpemangkukepentingan (stakeholde)y dalam rangka menyusun rencana pembangunan
nasionalyangditujukanuntuk mempertemukarbottom up planningdengantop down planning

Namun demikian, pelaksanaanForum Musrenbangnaskadang dianggapsebagaiforum yang
bersifatd & S NB Y @eygantidakbanyakkesepakataryangdihasilkan

Tidak banyaknyakesepakatanyang tercapai dalam pelaksanaanMusrenbangnagdikarenakan
ketersediaananggaranyang terbatas, sementarausulan/kebutuhansangatbanyak Selainitu,
masihadanyaprosespolitik dalamperencanaaryangharusdilalui. Untukitu, pemerintahdaerah
harusmenyusunPRIORITABEMBANGUNANHanyarencanapembangunaryangbenarbenar
prioritas sajayang diusulkandan dibahasdalam forum Musrenbangsehinggapelaksanaannya
dapatberjalanlebih efektif.

Gubernur sebagaiwakil pemerintah daerah harus berperan untuk dapat menjadi fasilitator
dalam mempertajam usulan Kabupatendan Kota kepadapemerintah pusat Sehinggadalam
pelaksanaarMusrenbangnaske depan yang akan dihadiri oleh para Gubernursellndonesia
dapat menyampaikarPRIORITABEMBANGUNANyangtelah dibahasdan disepakatibersama
denganKabupaterKota.




PENEGASAN PARADIGMA »
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN -z

Amanat konstitusimenegaskarbahwaANGGARANMEGARAdalahINSTRUMENNtuk
mencapatujuan nasional

Politik perencanaandan anggarannegaraharus dikendalikanoleh TUJUANyang akan

dicapal(policy driven), dan tidak seharusnyadikendalikanoleh ketersediaananggaran
(budgetdriven).

Teknis perencanaandan an _%aranadalah memastikan tujuan pembangunandapat
dicapal dengan mengoptimalikanseluruh sumber daya (pemerintah, perbankandan
swasta% dan meningkatkanEFISIENSEFEKTIVITA®N KEADILANlokasipengeluaran
atau belanjapemerintah,penyalurankredit perbankandaninvestasiswasta

Proses perencanaan dan penganggaran adalah OPTIMALISASISUMBERDAYA

(pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan,dan
memperbalkiKUALITABELANJA
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DASARHUKUMPERENCANAAN >

Kementerian PPN/
Bappenas

UU 25 /2004 tentanqg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

A Pasal 4 ayat 3

U RKP merupakapenjabaran dari RPJM Nasionahemuatprioritas pembangunanrancangan
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk
arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,
kewilayahan dalam bentukerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

UuU23/2014tentang PemerintahanDaerah

A Pasal 263 ayat 4

U RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan penjabaran dari RPIMD yang
memuat rancangan kerangka ekonaodaierah prioritas pembangunardaerah serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja pemerintah d&nogram Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerinfalsat

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

A Pasall2 ayat 2

U PenyusunamancangamPBNoerpedomarkepadarencanakerjaPemerintahdalamrangka
mewujudkantercapainyaujuan bernegara




PERMASALAHAN 3
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN “iz

Penganggararselamaini lebih banyak didasarkanpada Tugasdan Fungsi(Tus) dari K/L daripada
pencapaiarsasaramembangunamasionalyangefektif danefisien

KarenapenekananpadaTusiK/L, suatu proyekterpaksadilakukanoleh berbagaiK/L Tanpakoordinasi
yang efektif, makasuatu bagianproyek yangdikerjakanK/L - A telah selesai namunbagianlain yang
dikerjakanoleh K/L - B belumdimulai atau bahkanbelumadaanggarannyaContoh Wadukterbangun
namunsaluranirigasibelumdimulai sawahtercetak namunair tidak pernahsampai

Terjadiinefisiensianggaran misalnyaduplikasi program Programyangsamadilaksanakaroleh pada
berbagaiK/L dengantingkat kompetensidan efektifitas yangberbeda Contoh programbedahrumah
dilaksanakamleh belasanK/L,ProgramBansoglilakukanoleh 21 K/L

Anggarartidak fokusdantersebartipis padasetiap Tusidan cenderungdibagirata tanpaindikator dan
formula yangtepat. DanaAlokasiKhusus(DAK)Infrastruktur misalnya cenderungdibagirata kepada
semua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunaninfrastruktur tertentu yang menjadi prioritas
pemerintah

Perencanaaman penganggaralyangterintegrasidan terpadu adalahkunciuntuk mencapaiefektifitas
dan efisiensipelaksanaamrogram sehinggasasarandan manfaat pembangunanebih mudah dapat
tercapai
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KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN :
Money Follow Program



ARAHANPRESIDENERKAIPENYUSUNAN RKP 2017 3
(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016) o

C Setlangntgrl dan KepalaLembagaNajlb mengendahkargnggarandl setiap K]L Bukan Dirjen ke Bawah, Presiden Jokowi Tegaskan Menteri
yang dipimpinnya Tidak boleh masalahanggaranhanyadiserahkankepadaBiro Kendalikan Penggunaan Anggaran
Perencanaan KB o venusunan Rercana Ko pemerrian (6P Tann

Anggaran 2017. Presiden menegaskan, para menteri harus betul-
betul mengendalikan arah penggunaan anggaran, dan tidak
memberikan (kendali tersebut) kepada bawahan.

¢  Anggarannegaraharusberorientasimanfaat untuk rakyat dan berorientasipada
prioritasuntuk mencapatujuan pembangunamasional

“Arah itu dipegang penuh oleh menteri, sehingga di dirjen,
direktur, dan ke bawah itu hanya memberikan rincian. Kebijakan
(policy) yang berkaitan itu dipegang menteri,” tegas Presiden
Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet

e
Presiden Jokowi pimpin Sidang Kabinet

¢  Kebijakananggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkanmoney follow FapTe 3 sk e, (0 P o e g, ke, (02 e
. . . . - Rabu sore. (Foto:Humas/Deni
functhn, tgtapl money folllow program prioritas. Tidak perlu semuatugas dan http://setkab. go.id/bukandirjen-ke-bawahpresidenjokowi
fungsi (tusi) harusdibiayaisecaramerata tegaskamrmenteri-kendalikarpenggunaaranggaran/

money follow fuition money followprogram prioritas
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¢  Memangkasprogramyangnomenklaturnyatidak jelasdan tidak ada manfaatnya
bagirakyat

PRIORITAS
NASIONAL

itas Nasional, dan Kegiatan
am :

¢ SemuanomenklaturProyek harusjelas misalnyamembelijaring, membelibenih,
danseterusnya

Slide-9



,@ PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2017 : 3
BAPPENAS SEBAGAYSTEM INTREGATOR =

A Usulanprogram/kegiatanharus dilaksanakarsecarakomprehensifsesuaidenganarah pembangunan
sertapencapaiartarget/sasaranAgendaPrioritasNasional NAWACITApadaRPIJMN20152019 Untuk
itu , usulanprogram/kegiatanperlu dilakukansecaraterpadu dan terintegrasi,baik lintas sektor, lintas
K/L (lintas SKPD)maupunlintaswilayah

A Diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
KementeriariLembagake dalamsatu tujuan (goal)yangjelasdanterukur denganusulankegiatandan
pendanaardaerah

A HanyaKementerianPPN/Bappena@lan Bappeda yangmempunyaifungsiutamasebagakoordinator
perencanaanlintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas SKPD) A
Bappenas(BappedaProvinsi) akan menjadi integrator setiap K/L (SKPD)dan pemerintah daerah
(PemerintahKab/Kota)agarbisabersinergidalammenjalankarsuatuprogram

A Bappenasedangmenyiapkanperencanaardenganpendekatanholistik-tematik, integratif dan spasial
dalamupayapencapaiarsasararagendaprioritas nasionalagardapatberjalanlebin efektif dan efisien

A Dalampendekatanperencanaartersebut, makahanyaprogram dan kegiatan Kementerian/Lembaga
yang secara langsung mendukung pencapaian proritas nasional menjadi program dan kegiatan
prioritas.



PENDEKATAN PEMBANGUNAN DALAM PENYUSUNAN RKP 2017 :
HOLISTIK-TEMATIK, TERINTEGRASI, dan SPASIAL



PENDEKATAREMBANGUNAN : A
HOLISTIK, TEMATIKTEGRATIF DAN SPAS1A2) "4

¢ Holistik Tematik Untuk mencapaisasararprioritas nasionalKedaulatanPangan,
perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR,
KemenATRdan KemenKLHKemenPerdagangasertaPemerintahDaerah

¢ Integratif. PencapaianKedaulatan Panganperlu dilakukan secara terintegrasi
melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan
produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembanganpertanian
organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi
berbagaiprogramkegiatar).

¢ Spasial pembangunansawah baru misalnya harus mempertimbangkanlokasi,
berdekatandenganirigasi,terintergrasidenganjalan gudangpasar,danlain-lain.




ILUSTRASI PERENCANAAN TERINTEGRASI:

A
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN mug,
Kenentan, Kenen LHK,
KemenATR
Kenmentan,
Pemda Reforma agraria - PRlOR |TAS
SROGRAM ceninghatr B dia NASIONAL
produksi padi dan Stop konversi
PR'OR'TA - pangan lain

lahan produktif

Kemendag,
Kementan,

Pengendalian
Kemenkeu

harga dan impor Pembangunan P lih
emulihan
pangan Kedaulatan kesuburan lahan
Pangan

Kementan
Pemda

Peningkatan

A Pembangunan
KemenKP SRy DesaMandiri

garam rumput ; Kementan,
Pemda i Benih

Pemda

Pengembangan
pertanian organik

Kenmentan

Slide- 13



PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN A
Perencanaan TerintegraBieningkatan Produksi Padi Km,,g o)
Bappenas
Kementan, Kemen ATR,
LEVEL 2 Kemen PUPRRemda
Pencetakan PROG RAM
Kementan Sawah Baru Kemen PUPR,
KEGIATAN Kemendag bembel Jaﬁlﬁh%?l"l'}%sési Kementan,Pemda PRIORITA
: Kemenkeu be?ggzga;h V\;%a ngunan
PRIORIT. BUMN petani Pegﬁgnganan

Kementan,
KemendagBUMN,
Kemenkeu

Kemendag
Pemda

Penyaluran
subsidi benih
dan pupuk

Pembangunan
pasar tradisional

Peningkatan
produksi padi
dan pangan lain

Pengembangan \ Kementan,

Technoparlkdan
Smeng ark; budidaya padi; Pemda
Pengembangan Pengembangan
BalaiPenyuluhan pertanian padi
organik

Kementan
Kenenristekdikti

Pemanfaatan
LahanTidur
(OptimasiLahar)

Penyaluran
bantuan alat dan
mesin pertanian

Kementan,
Kemendag,
Pemda

Kementan,
Kemen ATR
Pemda

Slide- 14



MATRIKS PROGRAM PRIORITAKEGIATANPRIORITAS, SERTA PROGRAMAN A
KEGIATANKEMENTERIAN/LEMBAGA ’

Kementerian PPN/
Bappenas

PRIORITAS NASIONALKEDAULATAN PANGAN

Program Kegiatan  iKementerian . P I . Target | Alokasi
Priofitas Prioritas = / Lembaga Program Kegiatan Sasaran Indikator : Lokasi 2017 | (Juta Rp.) Ket
Peningkatan Pemanfaatan ementerian  [Program Perluasan dan ;|Memanfaatkan10.000 ha [Termanfaatkan KabupatenA, | 10.000 ha
Produksi Padi dan|Lahan Tidur Fertanian Penyediaan dan |Perlindungan lahantidur untuk nya10.000 ha B, C,D
PanganLain (Optimasi Lahan) Pengembangan |Lahan Pertaniany|pertanian. bekaslahan }(oordinat ;
: Prasarana dan Untukpadi = 8 8Ha  ftidur untuk B8 8 8
: Sarana Pertanian Untuk JagungE 8 8 gp@rtaiak. |
. 1 Lainnya E 88 ( A I
B =
SUEIIEE SEES = Penyederhanaan Nomenklatur :
1 I
1 I
Peningkatan Pencetakan SawalKementerian |Program Perluasan dan !Tercetaknya266.700 Ha |[Tercetaknya [KabupatenA, 266.700
Produksi Padi danBaru ertanian Penyediaan dan |Perlindungan SawahBaru 266,700 Ha ,C,.D Ha|
Pangan Lain Pengembangan [Lahan Pertaniany SawahBaru, oordinat : A
Prasarana dan yang 88 " 88
Sarana Pertanian dibuktikan I# 8888 %
denganlokasi
yangjelas, ada

020i AE AAOE E dukungan
(Hanya muncul di dokumen irigasi

I
I
I
I
I
!
terkait penganggaran) ffrrs“gt?l?tadsaapl)v;?h:
I
I
I
I
I
I
I

dimanfaatkan.

Menjadi alat ukur kinerja oleh
Presiden/Kabinet, untuk itu perlu

sasaran yang konkret

-----------'E

Slide- 15



uKrueng Kreuto
(Acebh,
wlogungJawa
Tengah)
uRaknamgNusa
Tenggaralimur),
wlolak(Sulawesi
Utara),
uKarian(Banten)
uBintang Bano
(Nusa Tenggara
Baral,
oranju(Nusa
Tenggara Barat
oMila (Nusa
Tenggara Barat
uPasseloreng
(Sulawesi
Selatan),

uRotiklod Nusa
Tenggaralimur),

wIapin(Kalimantan

Selatan),
us5e Gong
(Kepulauan Rau),

uSindangheula
(Banten)

RENCANA 2016
8 BENDUNGAN

uRukoh (Aceh),

oCiawi (Jawa
Barat)

uSukamahi (Jawa
Barat),

oKuwil
Kawangkan
(Sulawesi Utarg

uSukoharjo
(Lampung)

uCipanas (Jawa
Barat)

uleuwikeris (Jawa
Barat)

wladongi (Sulawesi

Tenggara)

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN 5
llustrasiRencanad?embangunarBendunganTahun2017

RENCANA 2017
9 BENDUNGAN

oBener Jateng,

uSemantok (Jawa
Timur),

oPamakkulu
(Sulawesi
Selatan),

oKomering I
(Sumatera
Selatan)

oSadawarna (Jawa
Barat),

Kementerian PPN/
Bappenas

s

— 7

Er
s:“_‘

s/'““

wriro (Aceh), Bendungan RKP2017 sl \Augﬁ e N
olLausimeme — ,491

(Sumatera Utara) . 2015 =D i

oKolhua Nusa . 2016 | d;j

Tenggara TimQy ... M7

uSidan (Bali)

Rencana Penyelesaian Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM2RQQ5

Kegiatan 2015 2016 2017 AONRS 2019  Total
Groundbreaking 13 8 9 11 8 49
Penggenangan 5 3 6 7 8 29

Slide- 16




BPTP Aceh
¥z StaS|un Karantina
0 P“ertaman Kelas |

PEMBANGUNAKEDAULATARANGAN
¥ % llustrasi Integrasi Peningkatan Produksi P&tovinsi Aceh

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

PemanfaataniWadukKeuliling (selesai 2008), Kab. Aceh Besar
DIKeulilingHulu (578,2 ha); DMeulilingHilir (1.053 ha); DKruengAceh (809,3 ha,
extension; danDIKruengJreue(2.350 ha).

Waduk Keureutadi Kab. Aceh Utara
¥& Groundbreaking 2015

WadukKruengKeureuto(dayatampung216juta m3) akanmengairiDIl Alue
Ubay(4.144 hadanDIKruengPasg6.677 ha).

Peningkatan& RehabilitasiJaringanirigasi (tersiej :

Produksi PadProvinsiAceh =
ATAP 2014 : 1,82 juta ton |
ARAM 2015 : 2,33 juta ton

Sasaran 2016 : 2,30 juta ton
Sasaran 2017 : 2,37 juta ton

Petani dan LahdProvinsiAceh(Sensus
Pertaniar013): ;

Rumah Tangga Usaha Pertaman 644,9 ri
Luas Sawah: 300,8 ribuha

Luas Lahan Pertanian Non sawah: 1,05 ju
Penggilingan Padi: 3.233 unit

AcehBesar6.000 ha
Aceh Jaya 1.000 ha

PROVING

i AcehTimur8.200 ha

Aceh Utara 2.000 ha
Pidie5.500 ha
PiddieJaya 2.300 ha

CetakSawah 14.000 ha
DesaMandirBenih: 40 Desa

Agro Science Park (1 umitBPTP Aceh

Agro Techno Park (1 umit)Aceh Timur
Slide- 17
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VISIDANMISI PEMBANGUNAN 2042019 D

Kementerian PPN/
Bappenas

Menghadirkan
kembali Negara
untuk melindungi
segenap bangsa
dan memberi
rasa aman pada

VISI PEMBANGUNAN NASIO20AB-2019:
"Terwujudnyalndonesia yan@erdaulat Mandiri, dan

Membangun tata

Memperteguh seluruh warga 5 kelola X
BerkepribadianBerlandaskarGotongroyong' kebhinekaan dan e yang bersin
memperkuat e?ektif,

restorasi sosial demokratis dan

terpercaya

Misiini diwujudkanmelalui7 (tujuh) MISIPEMBANGUNAMaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatanwilayah,menopangkemandirianekonomidengan
mengamankansumber daya maritim, dan mencerminkan

Membangun
Indonesia dari
pinggiran dengan

Melakukan

: . . ] : memperkuat
, I;;:pnbgcj;inlndoneswsell(aagane_:garz:)keiuIau.anb ] revo|g§.n|é§gakter 9 AGENDA daorahdagiah
. ewujudkan masSyara at maju, erkeseimopangan, dan PEMBANGUNAN kerzﬁ]egslgul\é%gara

demokratisberlandaskamegarahukum

3. Mewujudkanpolitik luar negeribebasaktif dan memperkuat
jati diri sebaganegaramaritim.

NAWACITA

Memperkuat

. ) ) . . . . Vs '\k/lgr‘r’]vgln%?hgﬂ kehadiran Negara
4. Mewujudkan kualitas hidup manusialndonesiayang tinggi, ekonow dengan dalam melakukan
maju,dansejahtera menggerakkan S eeien

hukum yang

bebas korupsi,
bermartabat, dan
terpercaya

strategis
ekonomi
domestik

5. Mewujudkanbangsayangberdayasaing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri,maju, kuat, danberbasiskarkepentingamasional

Meningkatkan

Meningkatkan

) ) . 6 pkrodtudtivité:\s kualitas hi((j:iup
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam g o paser peiertal
kebudayaan internasional Indonesia

Slide- 19



STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja:

menyebabkan justru menjadi masyarakat yvang lemah (entitled society)

FPembangunan tidak menciptakan ketimpangan yvang semakin lebar
. Pembangunan tidak boleh merusak, menumunkan daya dukung lingkungan dan ekosistermn
Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangrya swastadan tidak justru mematikan usaha yvang sudah berjalan

Fembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUMNAN MAMUSEA
Nawacita 5&9

( Rewvolusi Mental

Pendidikan
Kesehatan
Perumahan

Nawaﬂﬁa

e wadﬁ

DIMENSI PEMBAMNGUNAM
K T [, ay

Kedaulatan Pa
Kedaulatan Energi dan

a 61 Ketenagalistrikan
Kemartiman dan Kelautan

arwwisata & Indus

DIMENSI PEMERATAAN DAN
K. EWILAY AHAMN

Antarkelompok Pendapatan
awac'tahnta rwilayah: (1) Desa; (2)
Perbatasan; (3) Tertinggal; (4)
Perkotaan

Nawacita 4
Kepastian dan Penegakan
Hukum

Nawacita 1
Keamanan dan Ketertiban

KONDISI PERLU  Nawacita 9
Politik dan Demokrasi

Nawacita 2

Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

- ~F

L+

Tata Kelola dan Reformasi

MELANJUTKAN REFORMASI
BAGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
YANG BERKEADILAN

INFRASTRUKTUR UNTUK

MEMPERKUAT FONDASI

PEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN

MEMACU PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN EKONON
UNTUK MENINGKATKAN

KESEMPATAN KERJA SERTA
MENGURANGI KEMISKINAN DA

=

KESENJANGAN ANTARWILAYA|

*) DisiapkarolehKIB llkemudiandirevisimelaluiPerpresNo. 3/2015tentangPerubaharRKP 2015

m

Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2018

Ditentukan dalam

RKP 2019

proses penyusunan

m
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INDIKATOR MAKRO

2014

(BASELINE)

SASARAN PEMBANGUNRRIMN 2012019

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

PertumbuharEkonomi (%) 5,1 5,8 6,6 7,1 75 80

(Angka Realisasi & Penyesuaian Target) (5,0) (4,8) (5,3)* (5,5¢5,9) ’ ’

RasidPajakterhadapPDB (%) 11,5 13,2 14,2 14,6 15.2 16.0

(Angka Realisasi Broyeksi (10,9) (10,6) (12,2)** (12,612,8) ’ ’

Pengangguran (%) 5,65,9 5,55,8 9,2-5,5 5,0:5,3

(AngkaRealisas& Penyesuaiaifarge) (5,94) (6,18) (5,6¢5,9 (5,3¢5,6) 4651 4,050

Angka Kemiskinan (%) 9,0-10,0 9,510,5 9,0:10,0 8,59,5

(AngkaRealisas& Penyesuaiaifarge) (10,99 (11,13) (10,0¢ 10,8) (9,510,5) Ue2 foledl

Gini ratio (indeks) n.a 0,40

(AngkaRealisas& Penyesuaiaifarge 0,41 (0,41) 0,39 0,38 0,37 Bheld

Indeks Pembangunan Manus|&/) 73,8 74,8 75,3 75,7 76,1 76,3

IndeksPembangunan Masyarakat :
n.a n.a n.a n.a

(IPMAS)** 0,55 meningkat

*) Dengamerkembangakeadaarsaatini, targettargettersebutperlu dipertimbangkarkembali Sumber: RPJMN 202919
**) TargetAPBN2016
***) Indeksbaru denganparameter gotongroyong,toleransj danrasaaman Konsepmasihdalamprosespenyempurnaaman pematangantermasukpembahasan

variabe] sehinggaarget masihbelumdapatditetapkansecarakuantitatit

Realisask014dan perkiraanrealisas?015
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DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN DAI
KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NAZDMNAL

w Revolusi Mental

w PembangunarPendidikan
wPembangunarKesehatan

w PembangunarPerumahan dan Permukiman

w Kedaulatan Pangan

w Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan

w Kemaritiman dan Kelautan

w Pariwisata

w Kawasarnndustridan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

w Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
w PerbatasarNegara darDaerahTertinggal
w PembangunarPerdesaardan Perkotaan
w PengembangatKonektivitasNasional

w Reforma Agraria

w Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas
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PENEKANAN DIMENS| PEMBANGUNAN MANUSIA 3
DALAM RKP TAHUN 2017 s

¢ PengarusutamaaRevolusMental dalamsetiapprioritas dan kegiatan
pembangunan

¢ Mempertahankamnggaranpendidikandan kesehatammasingmasing
20% APBNdan 5 % APBN(kebijakanpokok antaralain distribusi guru
yang merata yang sekaligusakan mengendalikanbiaya gaji dan
tunjangan guru yang saat Ini sudah sekitar separuh anggaran
pendidikar).

¢ Melanjutkanpembangunarperumahanyangsudahdimulaidi APBNP
2015denganprogramsejutarumanh



PENEKANAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGUQt AN
DALAM RKP TAHUN 2017 - 4

PenekananSektor Unggulansudahdimulai sejak APBNz P 2015

¢ Kedaulatan Pangan (terutama anggaran Kementan dan Kemen PU Pera, Penyertaan Modall
Negara) Salah satu yang terpenting adalah integrasi kebijakan peningkatan produksi
padi mulai dari waduk, irigasi, dan desa mandiri benih.

¢ KedaulatanEnergi(terutama melalui PenyertaanModal Negara)

¢ Kemaritiman dan Kelautan (Kemenhubdan KemenKelautan dan Perikanan, serta Penyertaan
Modal Negara) terutama dalam menurunkan biaya logistik melalui pengembangan
pelabuhan .

¢ Pariwisata dan Industri : akan mendapat penekanan lebih lanjut dalam RKP 2017
terutama pengembangan kawasan industri dan pariwisata



PENEKANAN DIMENSI PEMERATAAN ANTAR PENDAPATAN DAN WiBAYAR
DALAM RKP 2017 (1/2) 4

Menjamin peningkatankualitas hidup masyarakatmiskin dalam kondisi perekonomian
yang masih tumbuh antara 5-6% melalui peningkatan penerima Bantuan Tunal
Bersyaratdalam RKP2017 dan mempertahankandukunganunuk mengurangibeban
pendudukmiskindanrentan.

Reforma agraria ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasiaset
redistribusitanahseiringdenganmeningkatnyakKepastianHukumHakAtas Tanah

Pembangunarkawasarnperbatasandifokuskanpada?2 (dua)sasararpembangunaryaitu
meningkatkan pertahanan dan keamanan serta pengembangan pusat ekonomi
perbatasanuntuk mendorongpeningkatarkesejahteraarmasyarakat

Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga dengan
membangundari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desaserta pengentasan
daerah tertinggal. Pembangunanindonesia (Indonesia sentris) lebih diutamakan
dibandingkanpembangunandi Jawa(Jawa Sentrig, walaupunRollebih tinggi di Jawa
Pendulumpembangunarharusbanyakbergerakke luar Jawa



PENEKANAN DIMENSI PEMERATAAN ANTAR PENDAPATAN DAN WiBAYAR
DALAM RKP 2017 (2/2) 4

¢ Menekankankonektivitas antar wilayah dalam RKP2017 pada penyelesaiaarproyek
proyekyangakanmenurunkanbiayalogistikdanmendukungpembangunarkawasan

¢ Infrastruktur menjadi motor pengerak pembangunan untuk mendorong masuknya
Investordenganpenguatansektorriil sehinggaakanmempermudahpencapaiarcita-cita
dalam membanguntol laut, karenaarus barangdan jasadari jalur tol laut akanterisi
penuh(orangdan) barangbarangproduksilokal.



PENEKANAN KONDIS| PERLU (POLHUKHANKAM) 3
DALAM RKP TAHUN 2017 i

MemenuhisecarabertahapMinimum EssentiaForcesdenganperanindustri
pertahanandalamnegeriyangmakinmeningkat

Memantapkanpenegakarnukum
Memantapkarreformasibirokrasi

Memantapkan konsolidasi demokrasi melalui penguatan aspekaspek
demokrasitermasuk komunikasidan informasi publik serta menguatkan
efektivitas diplomasi dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan,
perlindungan WNI/BHI, pelaksanaandiplomasi ekonomi dan kerjasama
pembangunantermasukKerjasaméaselatanSelatandan Triangular



PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5
DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL =

Dimensi Pembangunan
+ Kondisi Perlu

PENDEKATAN
DOMAIN
PENYELARASAN
:-Program & Kegiatan KL
SASARAN DAN I dan Urusan g
INDIKATOR | PELAKSANAAN || Pemerintahan SKPD |
L _

Bagaimana menterjemahkan SasaranPokok Pembangunan
Nasional ke dalam Program dan Kegiatan Prioritas
sehingga bisa dilaksanakan oleh SKPD
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PENJABARAN PRIORITAS NASIONAL .

KE DALAM URUSAN DAERAH*

Kementerian PPN/
Bappena.

Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Urusan Dalam | Sub-Urusan Dalam
Nasional Nasional UU 23/2014 UU 23/2014

Revolusi Mental

5. KedaulatanPangan

22. Pertahanan dan
Keamanan

PeningkatanProduksi Padi
dan Pangan Lainnya

KelancaranDistribusi
Pangan Dan Akses Pangan
Masyarakat

dst

Rehabilitasi Jaringan Irigasi,
Rehabilitasi DASHulu,
Pembangunan Waduk dan
Embung/DAM/Parit

Penyaluran SubsidBenih dan
Pupuk

Pemantauan dan Pengendalian
Harga Pangan

CadangarnPangan Pemerintah

dst

Urusan
Pemerintahan
Bidang Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

SumberDaya Air

Urusan SaranaPertanian
Pemerintahan

Bidang Pertanian

Urusan
Pemerintahan
Bidang Pangan

Penyelenggaraan
Ketahanan Pangan

Urusan
Pemerintahan
Bidang Pangan

dst dst

Penanganan
Kerawanan Pangan
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Program
Prioritas
Nasional

Kegiatan Prioritas

Nasional

Prioritas Nasional : Kedaulatan Pangan

5.

Peningkatan
Produksi Padi
dan Pangan
Lainnya

Kelancaran
Distribusi Pangan
Dan Akses
Pangan
Masyarakat

Rehabilitasi Jaringan
Irigasi, Rehabilitasi
DASHulu,

Pembangunan Waduk

dan
Embung/DAM/Parit

Penyaluran Subsidi
Benih dan Pupuk

Pemantauan dan
Pengendalian Harga
Pangan

Urusan
Pemerintahan
Bidang Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

Urusan
Pemerintahan
Bidang Pertanian

Urusan
Pemerintahan
Bidang Pangan

Sub-Urusan

SumberDaya Air

SaranaPertanian

Penyelenggaraan
Ketahanan Pangan

Program SKPD

Program
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Konservasi Sungai,
Danau dan
Sumberdaya Lainnya

Program
Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan

Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/
Perkebunan)

PEMETAAN PROGRAM PRIORITASASIONALKE DALAM
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan SKPD

Pembangunan
embung dan
bangunan
penampungan air
lainnya

Penyediaan Sarana
Produksi Pertanian /
Perkebunan

Penanganan daerah
rawan pangan

SKPD

Penangungjawab

Dinas Pekerjaan
Umum
(Urusan Wajib)

Dinas Pertanian
(Urusan Pilihan)

Dinas Pertanian
(Urusan Pilihan)

y

Kementerian PPN/
Bappenas
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